
Anak merupakan titipan dari yang maha kuasa sebagai generasi penerus
bangsa ini. Anak haruslah dilindungi sebagai tindakan nyata pelestarian bangsa.
Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the
Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan terhadap anak yang
mempunyai kewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum.1

Perlindungan terhadap anak ini sejatinya adalah perlindungan terhadap hak
asasinya. Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, karena anak
sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi
orang dewasa, masih dalam keadaan belum mandiri dan memerlukan perlakuan
khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama, keterampilan,
pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari kekhawatiran dan juga
kesejahteraan.2

Perlakuan khusus tersebut berupa mendapat perlindungan hukum dalam
mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya
yang lebih baik. Sehingga begitu anak tersebut tumbuh menjadi dewasa akan lebih
mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah
tumbuh dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan
hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budayanya yang
bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan
demikian anak yang telah tumbuh dewasa dapat menjadi tiang pondasi yang kuat
baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.3

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
menjelaskan setiap orang termasuk anak berhak untuk pengakuan, jaminan,
perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan
perlakuan yang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hak asasi
manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Dengan demikian
adanya Undang-Undang ini menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan
aspek yang sangat penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam
memajukan negara dan kehidupan anak bangsa Indonesia.
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Pertimbangan Hukum Hakim Dalam
Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak
(Studi Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Mks)

a. Pengertian Teori Perlindungan Hukum
Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat

penting untuk dikaji, karena fokus kajian ini pada perlindungan hukum yang
diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini
yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis
maupun lemah dari aspek yuridis.



Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu
legal protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan
theorie van de rechtliche schutz.6

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain
dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.7

Oleh karena itu, berikut ini definisi teori perlindungan hukum
merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud, bentuk
atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek
perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.8

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum,
meliputi:
1) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2) Subjek hukum; dan
3) Objek perlindungan hukum.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, yang menjadi tujuan
perlindungan terhadap anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya:
1) Hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
2) Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan
sejahterah.
Subjek perlindungan dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah

anak. Objek perlindungannya yaitu hak-hak setiap anak. Jika hak-hak anak
dilanggar, maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan. Subjek yang
berhak memberikan perlindungan pada anak meliputi: Negara, Pemerintah,
Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali dan Lembaga Sosial.

b. Bentuk Perlindungan Hukum
Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk,

yaitu:9

1) Perlindungan yang bersifat preventif; dan
2) Perlindungan represif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum
yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada
rakyat untuk mengajukan keberatan (Inspraak) atas pendapatnya sebelum
suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga
perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan
sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada
kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang
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preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil
keputusan yang berkaitan dengan asas freis ermessen, dan rakyat dapat
mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana
keputusan tersebut.

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila
terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang
secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang
dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

a) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dewasa ini dalam
praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara
tertentu kepada Pengadilan Umum sebagai perbuatan melawan
hukum oleh penguasa.

b) Instansi Pemerintahan yang merupakan lembaga banding
administrasi penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui
instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding
administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak
pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan
pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk
mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah
tersebut.10

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi
pemerintahan yang merupakan lembaga banding administrasi adalah
permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang
merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah
yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan
pemerintah tersebut.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah
menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak
pidana dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah suatu penderitaan atau
nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang
telah melakukan suatu tindak pidana.11

Dalam perkembangannya teori pemidanaan dibagi kedalam tiga
kelompok teori yaitu teori pembalasan (absolut/distributif), teori tujuan (relatif):
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah
melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent
dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak
bertujuan untuk praktis seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana
merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan
tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah
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pembalasan (revegen). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa
naan merupakan pembalasan

atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan
dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan
bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang
telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang
harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan
kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan
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b. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pada dasar bahwa pidana

adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.
Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah
penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental
atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi dan dibutuhkan proses
pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini yaitu pemidanaan bukan sebagai
pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang
bermanfaat untuk dilindungi masyarakat menuju kesejahteraan
masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya yakni untuk mencegah
agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk
pemuasan absolut atas keadilan.13

Teori ini menunjukkan tujuan pemidaan sebagai sarana pencegahan,
baik pencegahan khusus (speciale preventie) yang ditujukan kepada
pelaku maupun pencegahan umum (general preventif) yang ditujukan ke
masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan
yaitu preventif, detterence dan reformatif.
1) Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan

menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.
2) Tujuan menakuti (defference) untuk menimbulkan rasa takut

malakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak
mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah
panjang.

3) Tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku
dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga
nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari
sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di
masyarakat.

c. Teori Gabungan/Modern (Vereningings Theorien)
Penjatuhan suatu tindak pidana harus memberikan rasa kepuasan,

baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri, disamping kepada
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masyarakat. Harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan
dengan perbuatan pidana yang dilakukan.14

Teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas
pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi
dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan
menjadi tiga golongan, yaitu:
1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi

pembalasann itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan
cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh
lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

3) Teori menggabungkan yang menanggap kedua asas tersebut harus
dititik beratkan sama.
Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar

pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang
terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Dari uarian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan
yaitu dikehendakinya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang
melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-
delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial masyarakat
dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi
diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan
tidak dapat dihindari.

Kerangka pikir yaitu kerangka berpikir dari penulis yang bersifat teoritis
mengenai masalah yang akan diteliti, yaitu menggambarkan hubungan antara
konsep dan variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut berlandaskan dari
teori yang telah dijelaskan sebelumnya, yang digunakan untuk mengkaji
permasalahan sehingga dapat memuat suatu kerangka berpikir yang telah diuraikan
tersebut diatas.
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